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ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai pasal 31
UUD NRI 1945. Hak untuk menempuh pendidikan dari jenjang pendidikan dasar
hingga pendidikan tinggi yang berkualitas menjadi tanggungjawab pemerintah.
Penyelenggaraan Pendidikan tinggi oleh pemerintah didasarkan pada UU Dikti yang
menjamin pemenuhan terhadap hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas
hak yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk masyarakat yang kurang
mampu secara ekonomi melalui pemberian beasiswa oleh pemerintah. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada Undang-Undang
Pendidkan Tinggi dan bahan hukum lainnya untuk memperoleh hasil penelitian
dalam pemberian beasiswa oleh pemerintah yang menerapkan prinsip non
diskriminasi.

Pemberian beasiswa oleh pemerintah terjadi beberapa bentuk diskriminasi kepada
beasiswa bidikmisi, beasiswa afirmasi, dan beasiswa unggulan terhadap beberapa
kategori pada mahasiswa di perguruan tinggi seperti mahasiswa yang berasal dari
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, mahasiswa PTS, mahasiswa penyandang
disabilitas dan mahasiswa peraih prestasi olahraga.

Pemberian beasiswa oleh pemerintah yang sesuai dengan prinsip non diskriminasi
didasarkan pada prinsip persamaan sehingga dapat menjamin setiap warga negara
dapat memperoleh pendidikan di perguruan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat
kurang mampu.

Kata Kunci: Prinsip Non Diskriminasi, Pemberian Beasiswa, Pemerintah



ABSTRACT

Education is a right held by every citizen in accordance with Article 31, the
Constitution NRI 1945. The right to education from primary education up to high-
quality education is the responsibility of the government. Implementation of higher
education by the government is based on the Higher Education Act that guarantee the
fulfillment of the right to quality education right held by all citizens, including the
poor economically through the provision of scholarships by the government. This
study uses normative referring to the High Pendidkan Act and other legal materials to
obtain the research results in the granting of scholarships by the government that
applies the principles of non-discrimination.

Providing scholarships by the government occurred some form of discrimination to
the scholarship bidikmisi, scholarships affirmation, and scholarships featured on
several categories to students at the college as students from leading regions,
outermost and disadvantaged, students PTS, students with disabilities and students
winning performance in sports.

Providing scholarships by the government in accordance with the principle of non-
discrimination is based on the principle of equality so as to ensure that every citizen
can obtain a college education quality for disadvantaged communities.
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KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

a. Dalam bentuk-bentuk pemberian beasiswa oleh pemerintah terdapat diskriminasi dalam
pemberian beasiswa dikarenakan pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas
terhadap setiap warga negara dan akses berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu
secara ekonomi seperti diamanahkan dalam UUD NRI 1945 belum sepenuhnya tercapai
karena kewajiban pemerintah masih sampai pada jenjang pendidikan menengah sehingga
pada jenjang pendidikan tinggi terjadi berbagai bentuk diskriminasi dalam pemberian
beasiswa pemerintah seperti pada mahasiswa yang berasal dari daerah tedepan, terluar,
dan tertinggal yang belum bisa terpenuhi haknya melalui beasiswa bidikmisi dan
beasiswa afirmasi, mahasiswa yang beasal dari PTS yang harus menanggung biaya lebih
besar dibanding pada PTN padahal memiliki hak yang sama atas pendidikan, beasiswa
unggulan yang belum berpihak pada mahasiswa penyandang disabilitas, dan pemberian
beasiswa kepada peraih prestasi olahraga belum menjamin secara keseluruhan hak dan
lebih mengarah pada peraih prestasi olimpiade sains internasional disbanding pada
mahasiswa peraih prestasi olahraga.

b. Pemberian beasiswa oleh pemerintah dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi.
Penerapan pemberian beasiswa tersebut mengacu pada prinsip persamaan sehingga dalam
penerapannya dapat menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan
yang berkualitas. Prinsip persamaan tersebut dapat menjamin dalam pemberian beasiswa

keapada mahasiswa PTN, PTS, mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan



tertinggal, mahasiswa penyandang disabilitas dan mahasiswa peraih prestasi olahraga

maupun sains secara non diskriminasi.
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